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Judul Skripsi . Pencedmaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak
Ditinjau Dari Perspektif Yuridis

Nama : IKA RAHMAWATI
NIM : 02061001108
ABSTRAK

Dalam demokrasi, perbenturan pendapat dan perbenturan gagasan sering
terjadi apabila tidak disalurkan atau dikelola dengan baik. Demokrasi bisa berjalan
dengan adanya kebebasan, sama halnya dengan pers perfu juga adanya kebebasan.
Kebebasan pers di Indonesia mendapat jaminan dari pemerintah, seperti lertuang
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya jaminan kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan. Namun dengan
adanya jaminan tersebut, pers juga semakin bebas yang sering kali memunculkan
masalah baru yang menyatakan bahwa pers tidak bertanggung jawab dalam
pemberitaan dan hanya mengejar sensasi belaka yang kemudian menimbulkan suatu
akibat yaitu adanya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal-
pasal tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baiklah merupakan pasal
yang paling sering diancamkan kepada pers seiring dengan pemberitaannya yang
menurut masyarakat merugikan dirinya dan harus diproses melalui jalur hukum.
Dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah pers. Jadi setiap pelaku
harus bertanggung jawab atas tindakannnya. Tindak pidana yang dikenakan kepada
pelaku adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia yang mengatur tentang pers, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers. Pada
kenyataannya dijumpai adanya dualisme bentuk pertanggungjawaban pers itu, yaitu

pertanggungjawaban personal menurut KUHP dan pertanggungjawaban fiktif
menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Kata Kunci  : Tindak Pidana, Pers, Pertanggungjawaban
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Thesis title - Libel Through Print Media From the Judicial Perspective

Name : IKA RAHMAWATI
NIM : 02061001108
ABSTRACT

In a democracy, the clash of opinion and clash of ideas offen occur if not
properly channeled or managed. Democracy can walk with the existence of freedom,
as well as the freedom of the press need to also. Press freedom in Indonesia got
assurances from the government, as stipulated in Article 28 of the Constitution of
1943, which guarantees freedom of association and assembly, issuing verbal and
writlen thoughts. Bul because the guaraniees are, the freer press also offen raises
new issues that the press is not responsible for the publicity and just chusing
sensations which then lead to a mere consequence of the existence of criminal
contempt or defamation. Chapters criminal contempt or libel is a good article the
maost frequently promised to the press along with pemberitaannya which, according
to hurt themselves and the community must be processed through legal channels. In
this case, the perpetrators of criminal acts is the press. So every actor should be
responsible for tindakannnya. The offenses charged to the perpetrator is under the
provisions of laws and regulations applicable in Indonesia, which regulates the
press, the Book of the Law of Criminal Law (Penal Code) and Act No. 40 Year 1999
on Principles Press. In fact the dualism found accountable forms of media, ie
according 1o the penal code of personal responsibility and accountability fictitious
according to Law Number 40 Year 1999.

Keywords : Crime, Press, Accountability

Xiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya
jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling
mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah
dengan media massa. Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat
kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu
menyelenggarakan kepentingan masyarakat. !

Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar di luar kebutuhan pokok
baik sebagai individu atau anggota masyarakat adalah kebutuhan akan informasi.
Masyarakat sudah menjadikan informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam
kehidupannya. Dengan informasi manusia dapat mengikuti informasi yang terjadi di
sekitarnya, dapat mencerdaskan kehidupan, memperluas cakrawala pandangan, di
samping itu pula dapat lebih meningkatkan peranan di dalam masyarakat. Dalam
hubungannya, media cetak merupakan salah satu media yang dapat membantu
manusia dalam memenuhi dan melayani kebutuhan manusia akan informasi yang

diperlukan tersebut. Sebagai salah satu media, surat kabar merupakan sumber

! http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf diakses tanggal 27 mei 2010




informasi yang mempengaruhi pikiran dan sikap manusia. Ketergantungan manusia
akan informasi maupun berita, sudah merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri
lagi dalam kehidupan bermasyarakat. 2

Secara langsung pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan,
menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power ). Istilah pers
dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti fuas, pers
meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi,
sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja. 3

Kebebasan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah kebebasan yang
mutlak, dalam arti bebas untuk menulis apa saja serta bebas dari segala aturan-aturan
yang dapat mengikat pers tersebut. Kebebasan dan tanggung jawab diibaratkan
dengan sekeping uanng yang memiliki dua sisi, sehingga kebebasan dan tanggung
jawab adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan dengan yang
lainnya,

Jikalau kebebasan pers itu bergandengan soal hukum yang memberi

kewenangan-kewenganan di samping kewajiban-kewajiban yang sifatnya

normatif, atributif, dan khususnya heteronom, dihubungkan dengan

ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang atonom sifatnya.*

2w: .
3Wma Armada S.A, Menggugat Kebebasan Pers-Cet 1, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, him. 15
\ I. Taufik, Jarak {’erkembangan Pers Indonesia. PT Trisindo, Jakarta, 1977, him, 7.

Oemar Seno Adjie, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm, 15



Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh “kondisi di mana ia hidup”,
yakni: sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan. Di fase Soekarno
(Orde lama), dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan
media punya represi yang berbeda-beda. Di era reformasi, pers nasional menjadi
tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui rangkaian paket sudden
policy (kebijakan dadakan). Paket yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid
dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde
baru menjadi lembaga pengontrol pers. 2

Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan
Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti Undang-undang
No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan
pentingnya kebeba san pers yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:
“terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelanggaran penyiaran”. Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi
ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia .
Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid.
Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit
pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun 2001, SPS memiliki

koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.

s .
Septiawan Santana K, Jurnalisme Kontemporer ,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 200
. :] A k] ; ] t] 59 H,m‘) 85
6 http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf diakses tanggal 27 mei 2010




Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbesit gejala baru
yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan
kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi
ini kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke arah
praktisi pers sendiri. Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan,
pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai
merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode
etik jurnalistik. 7

Kasus yang paling menggemparkan bagi insan pers adalah ketika Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang
Harimurty 1 tahun penjara , karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana menyiarkan berita bohong, pencemaran nama baik, dan sekaligus meresahkan
publik. Hal ini bermula dari laporan Majalah Tempo berjudul ”Ada Tomy di
Tenabang” (edisi 3-9 Maret 2003), dalam laporan tersebut Tempo menyebut Tomy
Winata tersangkut peristiwa kebakaran di pasar tanah abang. ®

Pada hakekatnya produk pers berupa informasi itu adalah merupakan
penggambaran perilaku dari karyawan pers. Semua perilaku tersebut tunduk kepada
tatanan yang mengaturnya baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tatanan
internal berupa etika dalam hal ini sebagaimana dituangkan kesepakan para wartawan

indonesia misalnya yang diwadahi dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan

: Wii.crama Iryans Abidin, Politik Hukum Pers Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2005, him. 24
Majalah Tempo, Mencermati Vonis Tempo, Pikiran Rakyat. Selasa 21 September 2004, Him, 1




Indonesia (KEJ-PWI). Sementara yang bersifat eksternal adalah berupa peraturan
perundang-undangan dan tekanan sosial. ¥
Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti
yang berbeda oleh beberapa praktisi pers , yang lupa terhadap koridor hukum pers
dan etika pers, yang pada giliranya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers,
dengan melakukan pelanggaran pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran
yang mengarah pada delik pers. Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja
menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang
membelenggu kemerdekaan pers. 10
| Berdasarkan uraian tesebut di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis
tentang delik pencemaran nama baik yang pelakunya adalah insan pers. Untuk
memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut,

maka penulis memilih judul: PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA

MASSA CETAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS.

9 .3 5
‘(?amsul Wahld.m, Hukum I.’ers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, him, 129
http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf diakses tanggal 27 mei 2010



http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/l/C_100000327.pdf

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat
permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah batas-batas suatu pemberitaaan dalam media massa cetak
dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari
perspektif yuridis ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan

perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, ruang
lingkup pembahasan dan penulisan adalah membahas pers dalam arti sempit, yang
dititik beratkan pada tindak pidana pencemaran nama baik khususnya tindak pidana

pencemaran nama baik melalui media massa cetak

D. Tujuan Penelitian
Dalam penulisannya, skripsi ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui batas-batas suatu pemberitaan adalam madia massa cetak
dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari
perspektif yuridis.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan

perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.




E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik
dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya penanggulangan tindak pidana
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers atau media massa cetak.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan acuan dan
pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka menentukan arah kebijakan
(policy) penanggulangan tindak pencemaran nama baik. Dan Penelitian ini
diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar

dalam pemberitaanya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang
digunakan dalam penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai sarana pedoman
untuk melakukan penelitian yang diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian .

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang
bersifat normatif , yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan-bahan hukum
yang berkaitan dengan hukum pidana melalui pengkajian Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang

permasalahan yang akan diteliti, melakukan penelitian kepustakaan atau studi



dokumen yaitu menggunakan data sekunder yang meliputi buku-buku, literatur-
literatur yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal, yaitu
yang memandang hukum adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan
nasional, dan pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan,
khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 40
tahun 1999 Tentang Pers. Pendekatan penelitian hukum ditujukan untuk melakukan
pengumpulan bahan penelitian berupa informasi tentang ajaran hukum murni yang
mengkaji hukum sebagai hukum yang tertulis dalam undang-undang. Pendekatan
doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang bertolak dari postulat-postulat
normatif yang disebut norma hukum positif disertai doktrin. Dalam penelitian ini,
doktrin hukum berfungsi sebagai sumber yang mampu memberi penjelasan yang
relevan mengenai isi normatif. !!

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

sekunder, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

KUHP, peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan

"'Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Him, 90




pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik seperti Undang-
undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti misalnya hasil karya dari kalangan hukum, Koran,
sumber-sumber dari internet dan sumber-sumber bahan hukum sekunder
lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pencemaran nama baik
dan pola penjatuhan sanksi pidananya. Dokumen pribadi atau pendapat dari
kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang
relevan dengan objek kajian penelitian.

¢. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelsan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi majalah
dan jurnal ilmiah. Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi
penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat
informasi yang sesuai dengan objek kajian pnelitian.

4. Metode Pengumpulan Data
Menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan langkah-langkah

melalui identifikasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan pokok hukum
pidana dan literatur yang relevan terhadap permasalahan pokok hukum pidana.
Penulis membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, dan bahan tulisan yang
berkaitan dengan penelitian yang diadakan, yaitu peraturan perundang-undangan,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa buku-buku di bidang

hukum pidana, maupun tulisan-tulisan singkat para sarjana hukum.
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5. Analisis Data
Bahan-bahan hukum diproses, diperiksa dan diteliti kembali dengan konsep
atau teori yang ada sechingga menghasilkan penelitian hukum deskriptif. Yaitu
memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya mengenai
permasalahan pokok hukum pidana tentang tindak pidana penghinaan. Selanjutnya

data disimpulkan dalam suatu kesimpulan.
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